TENTANG -

i ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS > .
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN R

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

t oy bahwa dalam rangka opt|mal|sa3| pelaksanaan tugas
\»*pembenan dukungan teknls operas;onal dan" admlmstraSI
terhadap Dewan Pengurus Korps Pegawa Repubhk Indonesia
Kabupaten .Timor. Tengah Selatan, :perlu - ‘membentuk "
o Orgamsas: dan Tata Kerja Sekretanat Dewan Pengurus Korps“ :
Pegawal Repubn( Indonesna Kabupaten 'I“mor Tengah S
.~ Selatan;. et
. bahwa ‘untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menten
- Dalam Negeri: Nomor 17 Tahun 2009 ‘tentang Pedoman ... '
ey OrgamsaSI dan Tata Kerja Sekretanat Dewan Pengurus Korps . =
'!f-}‘Pegawal Negen Sipil - Repubhk Indonesia Provmsn dan®
- Kabupaten/Kota, organisasi: ‘Sekretariat. Dewan Pengurus -
- Korps Pegawa| Republlk IndoneSIa perlu *dlbentuk denganf;.;_ o
" Peraturan Daerah; - co
bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud e
" dalam’ huruf ‘a dan’ huruf b, perlu membentuk - Peraturan
& jfﬁyf}.-Daerah tentang Orgamsam dan Tata Kerja Sekretanat Dewan
-~ . Pengurus Korps Pegawa| Repubhk lndonesxa Kabupatenﬂ”" L
oy TlmorTengah Selatan : i

. “‘Mengingat = 1. 'Undang—Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan‘* -
S e “ Daerah-daerah Tlngkat ‘Il 'dalam . Wilayah Daerah-daerah
Sell .. Tingkatl Ball ‘Nusa Tenggara ‘Barat dan Nusa Tenggara Timur - -
RS (Lembaran ‘Negara Republik IndoneS|a - Tahun - 1958
“-Nomor. 122, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesnav i
:’f_{'Nomor1655) S \
- “Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
f,g‘Kepegawalan (Lembaran Negara Repubhk ‘Indonesia
. Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan' Lembaran Negara Repubhk
- Indonesia ‘Nomor :3041) - sebagalmana telah diubah dengan
e Undang—Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan»-:
“"atas_Undang- Undang Nomor 8 Tahun' 1974 tentang 'Pokok-
pbkok Kepegawalan (Lembaran Negara Repubhk Indones
Tahun = 1999 Nomor ‘169, Tambahan Lembaran Negara .
Repubhk IndoneS|a Nomor 3890) .




. "‘-*Undan ,_Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
- Peraturan Perundang—undangan (Lembaran Negara Republik
- Indonesia :Tahun 2004 :Nomor = 53, Tambahan Lembaran
T }Negara Republlk Indonesxa Nomor 4389) -

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan
“Daerah® (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004
';Nomor;125 ‘Tambahan Lembaran Negara Republik IndoneSIab

.- Nomor ""“4437) sebagalmana telah - beberapa kali - diubah,
akhi dengan ‘Undang-Undang ‘Nomor 12 Tahun 2008
; Wtentang Perubahan Kedua Atas’ Undang-Undang Nomor 32

©“ Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara

: _Repubhk ‘Indonesia “ Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

SO A S -Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4844);-

B0 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan . :
.. Keuangan Antara_ Pemerintah Pusat dan Pemerintahan =~
.+ Daerah’ (Lembaran?Negara Repubhk lndonesna Tahun 2004
‘ j;l;—Nomorff126,“wT bah: n“Lembaran Negara Repubhk Indonesna'* =

- Nomor 4438); B
.- Peraturan Pemenntah,} Nomor 42 Tahun 2004 tentang
‘:Pembmaan Korps dan 'Kode Etik - Pegawan Negen Sipil

, (Lembaran Negara Republlk Indonesia’ Tahun 2004
..~ Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republk IndoneSIa :
.~ -Nomor, 4450)

7. i_j;;;iPeraturan o Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang ‘

s ‘Repubhk Indonesna Nomor 9345); - TR e P
" Peraturan’. ‘Pemerintah ~Nomor 38 Tahun 2007 tentang
S _’};Pembaglan Urusan ‘Pemerintahan Antara ‘Pemerintah,

k f_":'}"Pemermtahan : Daerah Provinsi dan Pemenntahan Daerah[i P

_f,lndonesna Nomor 4737) : & o e
Peraturan  Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang“'ft»",-, L
'OrgamsaSI Perangkat Daerah (Lembaran Negara - Republik
Indonesia  Tahun 2007 ‘Nomor 89, Tambahan Lembaran
“ . 'Negara Republlk Indonesia Nomor4741)
' 10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun: 1971 tentang Korps
.+ . Pegawai Republik Indonesia; -
; ’*-,"v;';f;(11.‘»;;{Peraturan “fi"Menten Dalam Negen Nomor 57 Tahun 2007
 tentang - Petunjuk Tekms Penataan OrgamsaSI Perangkat R
+ . ‘Daerah; s ,
L };12.‘?7’]‘Peraturan Menten Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
“: o Nomor PERI13/M PAN/5/2008 tentang Eselonisasi: Jabatan
'"Struktural i ngkungan Sekretariat. Dewan Pengurus dan"
o .Sekretanat Pengurus Korps Pegawal Repubhk lndoneSIa
R -,Peraturan ‘Menteri Dalam Negeri ' ‘Nomor ‘17 Tahun +2009 -
tentang Pedoman OrganlsaS| dan Tata KeI]a Sekretanat
‘ Korps Pegawa: Negen Slpll Repubhkl
Indonesna Provm31 an KabupatenIKota . .

|




' RO TR Dengan Persetu;uan Bersama Lo
o DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

" ‘Menetapkan 'PERATURAN 'DAERAH TENTANG 'ORGANISASI DAN TATA
" KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN. -

BABl SR
KETENTUAN UMUM

R e ‘ Pasal1
' Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksudkan dengan

1 Daerah adalah Kabupaten Tlmor Tengah Selatan. . . o o

2.~ Pemerintah Daerah adalah Pemenntah Kabupaten Tlmor Tengah Selatan ;
3._ ‘Dewan Perwakllan Rakyat Daerah yang selanjutnya dlsmgkat DPRD adalah Dewan -
‘Perwakilan Rakyat Daerah: Kabupaten Timor Tengah Selatan :
4.‘ - Bupati adalah Bupati Ti Timor. Tengah Selatan ‘

-5
6

;"'j'iSekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Tlmor Tengah Selatan ,
.Korps. Pegawal Repubhk lndones:a yang selanjutnya disebut KORPRI adalah wadah

-untuk - menghlmpun seluruh Pegawal Repubhk lndonesna deml memngkatkan

: pequangan pengabdlan serta kesetiaan kepada’ cita-cita’ per]uangan bangsa dan -
‘Negara Kesatuan' Repubhk Indonesua berdasarkan Pancasﬂa dan’ Undang-Undang
‘Dasar Negara: Republlk Indonesia Tahun 1945 berS|fat demokratls mandm bebas
aktif, profesnonal netral, produktlf dan bertanggung jawab . :
” Dewan Pengurus Korps Pegawan Repubhk lndoneSIa yang selanjutnya dlsebut
" ‘ . i Repubhk*

orps Pegawal Repubhk IndoneS|a Kabupaten Tlmor Tengah Sela i
10. Sekretans Dewan’ Pengurus Korps Pegawal Repubhk Indonesia’ yang selanjutnya‘ ;
-disebut’ Sekretans Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus
Korps Pegawal Repubhk Indone3|a Kabupaten Tlmor Tengah Selatan '

BAB II .
PEMBENTUKAN

St : Pasa|2 : L ‘
i ‘_rDengan Peraturan Daerah ini, dlbentuk Orgamsa5| dan Tata Kerja Sekretanat Dewanv_',
' ”\Pengurus KORPRI ” : i .. ,

: f. Al BAB m ‘
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

: f‘(1) Sekretanat Dewan Pengurus' KORPRl merupakan baglan dar ;Satuan Keqa' ‘
i Perangkat ‘Daerah, secara teknis’ operasnonal bertanggungjawab kepada Dewan
' ;Pengurus KORPRI dan secara tekms admlmstratlf bertanggungjawab kepada Bupatl‘;,.u;; S
‘melalunSekretans Daerah el S ol e i




oi ‘dlmaksud dalam Pasa|4 menyelenggarakan‘fUngs: E
Losas s penyelenggaraan pengelolaan ‘administrasi umum dan ker]a sama
o “‘bfb‘.‘. penyelenggaraan kegiatan pemblnaan olah raga, ‘seni 'ﬁbuda‘ a‘*mental dan roham
i penyelenggaraan keglatan usaha dan bantuan sosml e
d.

?_b . Sub Baglan Umumjdan'Kerjasama
Sub Baglan_Olah Raga, S_em Budaya Mental dan Rohanl dan

o f_f"bertanggung jawab kepada Sekretans P L A Sl e
: Penjabaran tugas. pokok dan fungs Sekretanat Dewan Pengurus KORPRI dlaturq.

| f_B‘agan ‘Struktur OrgamsaS| dan Tata Kerj
isﬁebagalmana tercantum dalam Lamplra

VSetlap plmpman satuan umt organisasi dalam melaksanakan tugas‘masmg-masmg wajlbf”‘ : ) “
‘ integrasi; simplifikasi dan sinkronisasi dalam hubungan -

S‘etlap -,-plmplnan:satuan uni organlsas j - e
bertanggung jawab kepada atasan_ dan menyampalkan Iaporan secara berkala dan tepat‘j
‘pada waktu atau. sewaktu—waktu sesuai kebutuhan. : :




Pasal 11
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan
pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipangkunya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12
Sekretaris dan para Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 1 Juni 2010

%PATI TIMOR TENGAH SELATAN, 'g

/b

?PAULUS V.R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 1 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH
/&BUPATEN TIMOR TANGAH SELATAN,

7 EALMUN TABUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2010
NOMOR 3.




"“PENJELASAN

R H;KABUPATEN’TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2010 |

TENTANG

- ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

___\Penataan Orgamsasu merupa a u‘pay:' }penyesual ; dan ;pemblnaan kelembagaan:,,; :
‘guna’ memperoleh bentuk - Iembagalf}yang dapat menjawab akan tuntutan- pelayanan
;kepada masyarakat menurut kondisi, ‘karakter, kebutuhan dan kemampuan daerah £

Sejalanz dengan adanya tuntutan erﬁd rasi. 2ga
jpemenntahan tersebu "!;maka orgamsasu KORPRI juga d|tuntut untuk melakukan "
v,.iperubahan-perubahanﬁyang itujukan _‘pada kepentlngan layanan anggota KORPRI S

Selanjutnya karena - KORPRI juga haru " perkembangan
fi‘organisaSI dibidang pemermtahan :térutama ;tentang penyederhanaan ‘organisasi -
sesuai Peraturan Pemenntah Republlk Indone3|a Nomor. 41 Tahun 2007 tentang‘f
‘_}Orgamsa3| Perangkat Daerah dan' Peraturan Menterl Dalam Negen Nomor 57 Tahuni'f*
2007 . tentang . Petunjuk “Teknis Renataan Orgamsasn Perangkat """ Daerah “Untuk
‘)jmenlndaklanjutl hal: tersebut ‘maka’ Dewan Pengurus KORPRI Pusat mengeluarkan‘_'f
‘Peraturan Nomor 01 Tahun’ 2008 tentang Pola OrganlsaSI 'dan Tata Ker]a Sekretariat -
~.'_Pengurus Unit Nasmnal Sekretanat Dewan Pengurus Provmsn dan ‘Sekretariat Dewa
Pengurus Korps«*Pegawal Repubhk‘*lndonesua Kabupateanota Kemudlan untuk:
,emndaklanjutl,,hal tersebut dikeluarkan: raturan Badan ‘Kepegawaian . Negara )
omor: 19 Tahun' 2008 tentang Pegawal ';'Negen Slpll yang Dltugaskan Secara Penuh
dan. Dlangkat Dalam Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat - Dewan Pengurusi 5
an"Sekretariat - Pengurus Umt Nasnonal Korps Pegawal Republlk |ndoneSIa dimana ..
|dalamnya terdapat beberapa fjabatan yang ‘hilang - misalnya :Wakil ?‘Sekretans di.-
-_tlr'\gkat Kabupaten Penguru ""Un 'bupaten dan' Pengurus Kecamata ‘ TR

;\fMelaIun.,., Sura Edaran,Menter ”Dalam Negeri Nomor 061/2977/SJ _tanggal 7
~Oktober 2008 perlhal Pembentuk nffSekretarlat Dewan Pengurus Provm3| dan Dewan'.
dengurus - Kabupateanota dalam pom "{"dltegaskan ‘bahwa  “Dalam rangka‘__,._
optlmallsa3| pelaksanaan tugas pemberlan dukungan teknls operasmnal ‘dan . i
x‘admlnlstraSI terhadap ‘KORPRI perlu: dlbentuk {*jQrgamsasn Tata' Kerja Sekretanatv'izg1]5;; e
Dewan - Pengurus Provunsn - ; ;._dan Sekretarlat_., Dewan - Pengurus;
ébupaten/Kota Untuk ‘mendu ung pera gkat ang' akan melaksanakan program’
erja KORPRI, pemerlntah ftelah mengeluarkan ,;Peraturan Menterl Dalam Negeri :
**'Nomor 17.Tahun 2009’ tentang ‘Pedoman OrgamsaS| dan Tata Ker]a Sekretanat ;,
Dewan Pengurus Korps Pegawal Negen Slp|| Repubhk |ndoneS|a Provm5| danis
Kabupateanota Dalam pedoman tersebut telah menetapkan Sekretanat Dewan
! Pengurus KORPRI d|p|mp|n oleh seorang Sekretarls dengan eselon III b dan dlbant

. oleh 3£(t|ga) orang Kepala Sub’ Baglan




”_v‘TUJuan_pembentukan Sekretariat . Dewan Pengurus KQRPRI Kabupaten Tlmor L
. Tengah "Selatan adralah ‘untuk ‘' memberikan. duku an'_teknis ' operasional - dan'
Fu admlmstraS| terhadap;pelaksanaan tugas kepengurusaniKORPRl tlngkat Kabupaten
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~‘Pasal 11
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LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2010

TANGGAL 1 JUNI 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

SEKRETARIS

\ A

SUB BAGIAN UMUM
DAN KERJA SAMA

SUB BAGIAN
OLAH RAGA, SENI
BUDAYA, MENTAL

DAN ROHANI

KETERANGAN :

— ___» :GARIS KOMANDO
e » : GARIS TANGGUNG JAWAB

[ 4

SUB BAGIAN USAHA,
BANTUAN HUKUM
DAN SOSIAL

/6@UPATI TIMOR TENGAH SELATAN, {

/-

$PAULUS V. R. MELLA




